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Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kab. Kotawaringin Barat
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 892l253lBKPP .lV 12021

TENTANG
PETIIBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN'ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SELAilIA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2O2I DAN TAHUN BARU 2022
DALAm iiASA PANDEHT CORONA UIRUS DTSEASE 2019 (GOVrtI,lg)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan
Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi PeoawaiAparatur SipilNegara Selama Periode Hari
Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9), serta memperhatikan situasi terkinitefiadap situasi Kesehatan aparatur sipil negara,
maka dipandang perlu mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi
meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun
Baru 2022, serta mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyaral€t (PPKM).

Dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 202{ dan Tahun
Baru2022 dalam tasa Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (COVID-l9), sebagai berikut:

1. Pembatrean Kcgiatan Bepcrgian ke Luar Dacrah
a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar

daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru
2422lN,etziru), yaitu sejak tanggal 24 llesembcr 2O2l sampai dengan 2 Januari 2022.

b. Larangan keglatan beperglan ke luar daerah sebagaimana dimalGud pacla angka t huruf
a, dikecualikan bagi:
1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang

ditandatanganioleh minimalPejabat Pimpinan TinggiPratama (eselon ll) atau Kepala
Kantor Satuan Keria; atau

2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan

kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis
dari Pefabat Pembina KepegEwaian.



c. Pegarai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah
sebagaimana dimaksud pacla anglta t huruf b agar selalu memperhatil<an dan mematuhi:
1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas

Penanganan Covid-19;
2l Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asaldan tuiuan perjalanan;

3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perialanan yang ditetapkan oleh Kementrian

Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-l9;
5) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
6) Perggunaan platform PeduliLindungi.

2. Pembatasan Gtfri
a. Kepala SKPD tidak memberikan izin cutibagiASN untuktanggaF{anggalselama periode

Nataru sebagairnana dimaksud pada angka t huruf a;

b. Dikecualikan dari hal yang disebukan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
1) Cutimelahirkan dan/atau cutisakit dan/atau cutikarena alasan penting bagi Pegawai

Negeri Sipil;dan
2l Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi P4awai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja.

3. Disiplin Pegawai
a. Apabila terdapat Pegaurai Negeri Sipil Negara yang melanggar haltersebut, maka yang

bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A21 Ertang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manaiemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;dan

b. Melaporkan Pelaksanaan Surat Edaran inikepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambattanggal tanggal 3 Januari?O22
sebagaimana format terlampir.

4. TenagaNon-PNS
Pembatasan kegiatan @ergian keluardaerah dar/atau izin bagiTenaga Non-PNS (Tenaga

Kontrak DaerEh atau sejenisnya), diberlakukan aturan yang sama dengan kEtEntuan

sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadi prhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Tembusan Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. lnspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Nomor
Sifat
Hal

Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat
Nomor 892/ 2531 BKPP .lV I 2021

FORi'AT LAPORAN

Segera
Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 pada (nama SKPD)

Yth.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Di Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah danlatau
Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun
Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, berikut kami sampaikan laporan
pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama lnstansi : (nama SKPD)

Tanggal Periode Laporan : 3 Januari 2021

Catatan Pelaksanaan :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih

Pangkalan Bun, Januari 202?

No Laporan Keterangan

1 Jumlah Keseluruhan Pegawai

2 Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakiUalasan penting)

3 Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas

4
Jumlah Pegawaiyang Berpergian ke Luar Daerah (bukan dalam
rangka kedinasan) dengan lzin PPK

5

a. Jumlah Pegawaiyang Berpergian ke Luar Daerah dan/atau
Cutitanpa lzin

b. Jumlah Pegawaiyang Dijatuhi Hukuman Disiplin

(Nama dan Jabatan)


